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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.8/Menhut-11/2014
TENTANG

PEMBATASAN LUASAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
(IUPHHK) DALAM HUTAN ALAM, IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI
ATAU IUPHHK RESTORASI EKOSISTEM PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.31 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
ditetapkan bahwa untuk menjamin azas keadilan,
pemerataan, dan lestari, maka izin usaha
pemanfaatan hutan dibatasi dengan
mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan
aspek kelestarian usaha;

b. bahwa pembatasan izin pemanfaatan hutan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan
oligopoli dengan mempertimbangkan aspek
ekonomi/finansial, aspek keadilan sosial, aspek
kelestarian hutan, aspek keseimbangan lingkungan,
dan rentang kendali pengamanan hutan terhadap
pembalakan liar, perambahan hutan, dan kebakaran
hutan;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan
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Mengingat

1.

tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam,
IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK
Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
TataHutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah baberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 125);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan  Kabinet Indonesia Bersatu I
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
Tahun 2013;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
1172010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.33/Menhut-11/2012 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-
1172010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK
Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman
Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 705),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
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